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Menimbang

Mengingat

a.

1.

hahwa daiam rangka menyelenggarakan pengamanan. baak

fernadap individu danfatau barang milik negara seria

optimalisasi pelaksanaan iugas operasional yang bersifat
rahasia, diperiukan adanya suatu sarana berupa kendaraan
bermotor - yang dilengkapi surat fanda nomor kendaraan
bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat
khusus dan rahasia;

bahwa penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan
tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat khusus dan
rahasia baik yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia maupun instansi lain, dilaksanakan melaiui
prosedur registrasi dan identifikasi vang beriaku di lingkungan
Kepolisian Negara Republik indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan
Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;

Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2002 fentang Kepolisian
Negara Republik Indonssia (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang.....



2 Undang Undang Nomor 22 '?ahun 2009 tentang R.alu Lmtas
--+dan-AngKkutan Jalan: (Lembaran Negara Republik lndonesna :

Tahun 2009 . Nomor. 96, - Tambahan - ﬁ.embaran Negag-a_}__-

. "';':Repub%ik Indonessa Nomor 5525}"" i

23 Peraturan Presnden Nomar 52 ?ahun 2010 x&entang Susunan
-_._-:..Organ15851 .dan: Tata’ Kerja - Kepo!;saan N_e_g_ar_a

%ﬁEBﬁUTUSMM

Menetapkaﬂ PﬁRATURAN KEPALA KEPGUSEAN NEGARA REP&JBLQK
. - INDONESIA YENTANG PENERBITAN REK@MENQ&%B SURAT
- 'TANDA MOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAMN TANDA
MOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN RAHAS!A

';BAGE KEMDARMN BERMOT@R QQNAS

BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasai 3

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adaiah alat negera vang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam neger.

2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjuinya disingkat TNI adaiah alat
negara yang berperan sebagal alat pertahanan negara kesatuan Republik
Indonesia.

3. instansi Pemenniahan adalah Instansi Pemerintahan yang meliputi unsur
eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berada di pusat dan daerah.

4, Kendaraan Bermoior adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

5. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan bermotor yang terdaftar
dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara.

6. Surat Tanda Momor Kendaraan Bermotor yang selanjuinya disingkat STNK
adalah dokumen yang berfungsi ssbagai bukii legitimasi pengoperasian
Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri vang
berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk
pengesahannya.
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1

-'"S_TNK Khusus adalah STNK yang dlterb:tkan untuk Kendaraan Bermoﬁm:
- dinas TNE Polri dan_ instanss ‘Pemerintahan yang digunakan oleh pejabat

‘eselon tertenty di - lingkungan instansinya’ dalam . rangka - memammf

'_memeimara keamananlpangamaﬂan baga pegabat yang bersangkutan

_--TNKE Rahasua acﬁalah TE\SKB dengan spes:f ikasi. tertentu seﬁa nomor
: '-regastraSI dan humf seri. tertentu yang ditentukan: oieh masing-masing Polda
_dan . berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku .dan
: d;pasang pada Ranmar yang duguﬂakan petugas intelijen dan penyidik

' __-Tancfa Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjuinya diszngkat "%“NKB_' |
- adalah tanda berbeniuk plat yang d;pasang pada kendaraan bermotor

Polri,

"{NKB Khusus adal ah TNK8 dengan spesnf ikasi terieniu serta nomor

registrasi khusus yang. diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor
registrasi,  serta masa beriaku dan dipasang pada Kendaraan Besrmotor
dinas yang dlgunakan pejabat pemerintah.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini yaitu terselenggaranya tata cara penerbitan rekomendasi
STNK/TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermoior dinas TNi, Poiri dan
instansi Pemerintahan demi terwujudnya keamanan dan kerahasiaan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia,
meliputi:

a.

sederhana, yaitu prosedur pelayanan penerbiian rekomendasi STNK/TNKB
khusus dan rahasia mudah dipahami dan dilaksanakan;

cepat, yailu kepastian wakiu dalam penvelesaian pelayanan penerbitan
rekmmendas% STMK/TNKE khusus dan rahasia;

transparan, yailu prosedur dan persyaraian penerbiian rekomendasi
STNK/TNKB khusus dan rahasia dilaksanakan secara terbuka;

akuntabel, vyaitu dalam melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi
STHNK/TNKB khusus dan rahasia dapat dipertanggungjawabkan; dan

selekiif, yaitu penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia
hanya diberikan kepada pejabat tertentu sesuai dengan kekhususan tugas
dan jabatannys.
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jems STNKITN%(B yang dikeiuafkan oieh Poln terciin darz

Ca STNK/TNKB khusus; dan

&

(1

(2)

(1)

(@)

b. S'E'_NK/T MKB rzhasia.

STNK/TNKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan untuk
mendukung  kepentingan pengamanan pejabat fertentu  danfatau
pelaksanaan tugas operasional intelijen dan penyidikan/penyslidikan

Pasazl 5

STNK/TNKB khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan
kepada kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh pejabat;

a TN
b, Poiri; dan
¢c. Instansi Pemerintahan.

STNK/TNKEB khusus bagi kendaraan bermotor dinas Pejabat THI, Polri dan
Instansi Pemerintahan dapat diberikan kepada:

a eseionl;
b. eselon i dan
¢, eselon il

Pasal 8

TNE/TNKE rahasia diberikan bagi kendaraan bermotor dinas dalam
melaksanakan tugas yang membuiuhkan kerahasiaan identitas kendaraan
bermotor dan pengguna.

STNK/TNKB rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
diberikan untuk kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh petugas:

a. Intelijen TNI;

intelijen Polri;
c. Intelijen Kejaksaan;
d. Badan Intelijen Negara; dan
e. Penyidik/Penyslidik.




o

Pasa% 7

fSTféKITNK’B khusts dan rahasra dibenkan kepada pe}abaﬁpeiugas
g lmg%&ungan Pol r; he;’dasarkan rekomenc%asz yang dske uafkan cieh fungs :

- Propam

e

STNK;’TNKB khusus dan rahas;a dabenkan kepada pe;abatlpetugas dan Ti\il___- . --j-f':_ .
- 'dan instansi: Pemermiahan berdasarkan rekomendas: yang d:keluaﬁkan 0§eh

o fungs: Inteikam

®

(4)

Rakemendass sebagaimana dimaksud pada 'a.yat (1) dan ayat (2) diajukan
untuk setiap permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia.

Daftar pejabat/petugaé di lingkungan Polri dan pejabai/petugas dari TN dan
Instansi Pemerintahan vang diberikan STNK/TNKE khusus dan rahasia

tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB I
PERSYARATAN, PROSEDUR, DAN KEBERLAKUAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus
sebagai berikut:

a.

o
c
d.
e

surat permochonan dari pimpinan instansifkepala kesatuan pengguna
Kendaraan bermotor dinas;

STNK Dinas yang beriaku;
fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik instansi Pemerintahan;
fotokopt keputusan jabatan pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;

fotokopt Kariu Tanda Anggota/Pegawai psjabat pengguna kendaraan
bsrmotor dinas;

hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermetor dinas yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu Lintas; dan

STHK khusus vang lama, bagi kendaraan bermotor dinas vang pernah
diberikan STNK/TNKEB khusus.




Pasai 9

--'_-'Persyaratan pasmohenan surat rekomenda& penerbgtan STNKH’NKB rahasua

sebagaa beﬂkut

A

_;--surat permehonan darz pﬁmpman instansn"kepaia kesaiuan peagguna
- kendaraan bermotordlnas : . S S

-_-_'_:?:'.::STNKDmas yang:@eriaku _ T
jfetokopl BPKB untuk kendaraan bermatar danas mzkk %nstans Pemer:ntahan

'_ -'_fotokop: Kartu '{anda Anggoia/Pegawai pejabat pengeioa kendaraan
- ,_bermotor dinas operaszonal

. __hassl pemenksaan cek fisik kendaraan bee'motor dnas yvang disahkan oleh
' '-pe;abat yang berwenang pada fung31 Laiu Lmtas dan

~STNK rahasia yang lama, bag: kendaraan bermotor dinas yang pernah
_dlberakan STNKJT NKB rahasua :

Bafgiaﬁn Kedua
Prosedur

Pasal 10

Penerbitan surat rekomendasi permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia
dilalukan dengan prosedur sebagai berikut:

a.
b.

pengajuan permohonan;

pslaksanaan verifikasi, melipuii kegiatan:

1. penelitian kelengkapan persyaratan;

2. pemériksaan-s_i_l_éng {crosscheck) keabsahan persyaratan;

3. penelitian kesesuaian antar dokumen; dan

4. penelitian kesesuaian dokumen dengan hasil cek fisik kendaraan;
pendataan dan dokumentasi, meliputi kegiatan:

1. pencaiatan dalam buku register; dan

2.  entry data pada sistem kompmef

p@nerbﬁan dan regls%rass s‘ekomencﬁam dan

penyerahnan rekomendasi dan persyaratan adminisirasi kepada pemohon
untuk proses penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia kepada Dirlantas
Polda.
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-Pengajuan permohonan rekomendas; smm NKB khusus c%an rahas;a
i isngkungan Polri dlajukan kepada : e :

'.a_.__ Kepaia Dw;s; Pmpam (Kadivpropam) Poln up Kepaia Blm_ _

Pengamanan !ntemai (Karopamma!) untuk ‘tmgkat ?viabes Polri; dan -

L %3 _Kepala Bldang Propam (Kabsdpmpam) Poida untuk tmgkat P@Eda

(1)

(2)

"Penga}uan* permohmnan rekomeﬂdass STNK/TNKB khusus dan rahassa'
di I:ngkungan NI dan instansz Pem=r=ntahan dsa_gukan kepada: = '

a. Kepaia Badan intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri up Kepa!a
B:dang Peiayanan Masyarakat (%(abadyanmas) untuk tingkat pusat; dan

o. Direktur Intelijen Keamanan (Dlrmtelkam) Polda untuk fingkat
prowns;fkabupatenikota

Pasal 12

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap
permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari Polri
dilakukan oleh:

a. Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan {Kabagbinpam) Ropaminal
Divpropam Polri pada tingkat Mabes Polri; dan

b. Kepala Subbidang Pengamanan Internal (Kasubbidpaminal) Bidpropam
Polda pada tingkat Polda.

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ferhadap
permohenan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari TNl dan
Instansi Pemerintahan ditakukan oleh:

a. Kasiyanmin Ditintelkam Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat; dan
p.  Kasiyanmin Ditintelkam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 13

Pendataan dan dokumentasi, penerbitan dan registrasi rekomendasi, seria
penyerahan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢, huruf d,
dan huruf e dilakukan oleh petugas pelavanan pada:

a.
b.

Baintelkam Polri dan Divpropam Polri untuk {ingkat pusat; aiau

Ditintelkam  Polda dan  Bidpropam  Polda  untuk  tingkat  provinsi/
kabupaten/kota.




" diberikan tidak dssa!ahgunakan a‘tau dipmdahtangankan kepada orang yang

(2)

(1)

(@)

{1)

(2)

| Pasaﬁ 934

L Da!am hal pemohon fidak. melengkapn atay memenz.zhl persyaraian pegabat yang
-berwenang wajib  menolak permohenan sura*t rekomendasi . penerbitan
"STNK/TNK% khususdan rahaSIa : Do

Pasai °i5
Pemohcn wajlb mengaga agar STNK!TNKB khusus dan rahasaa yang *telah.

iidak berhak/berwenang.

-Daiam hal STMK/TNKB khusus dan rahasia disalahgunakan, pejabat

penerbit rekomendasi berwenang mencabut dan membatalkan surat
rekomendasi yang ielah dikeluarkan.

Bagian Ketiga
#eberiakuan

Fasal 18

STNK/TNKB khusus dan rahasia berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
dan dapat diperbaharui kembali.

STNK/TNKB khusus dan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak berlaku apabila:

a. telah melewati masa beriaku 1 (safu) tahun dan tidak diperbaharui
kembali;

b. kendaraan bermotor dinas yang digunakan telah dihapus oleh instansi
vang bersangkutan; atau

¢c. kendaraan bermotor dinas dipindahtangankan atau dipindahkan
ke satker/dinas lain.
Pasal 17

Dalam hal STNK khusus dan rahasia hilang sebelum habis masa berlakunya,
psngguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas tersebut waiib:

a. melaporkan kepada Kantor Kepolisian setempat; dan

b.  menyampaikan laporan kehilangan tersebut kepada pejabat vang
mengeluarkan rekomendasi.

Pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas dapat mengajukan
kembali rekomendasi permohonan penerbitan STNK khusus dan rahasia
sesuai persyaratan.




ma W
PENGA‘%’ASAN DA?@ W%MGEND&UAN
| Pasai ﬁa N

- Pengawasan dan pengendaiaaﬂ terhadap penerbttan rekcmendaSI STNK/TNKB.
‘khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas Polri d;!aksanakan oieh Aparat _

- : _'_-‘Pengawasan Mem Pemenntah (AP!P) di mgkungan Polr: :

Pasa& ‘39

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan
melalui:.

audit/pemeriksaan;

reviu;

evaluasi;

pemaniauan;

pembatasan akses;
dokumentasi; dan
kegiatan pengawasan lain.

a0 o0 o

Pasal 20

Pejabat yang berwenang menandatangani surat rekomendasi STNK/TNKB
khusus dan rahasia untuk kendaraan bermotor dinas Polri, sebagai berikut:

a. Karopaminal Divpropam Polri uniuk lingkungan Satker Mabes Polri; dan
b. Kabidpropam Polda uniuk lingkungan Satker Polda.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menandatangani surat rekomendasi STNI/TNKB
khusus dan rahasia uniuk kendaraan bermofor dinas TNl dan Instansi
Pemerintahan, sebagai berikut:

a.  Dirintelkam Polda Metro Jaya uniuk tingkat pusat; dan
b.  Dirintetkam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 22

Pejabat vang berwenang menerbitkan STNK/TMNKB khusus dan rahasia sebagai
berikut:

a. Direkiur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya uniuk fingkat pusat dan
provinsifkabupaten/kota di witavah hukum Polda Metro Jaya; dan

b. Dirlantas Polda untuk tingkat provinsikabupaten/kota di wilayah hukum
Polda masing-masing.
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'-'--;_3Pada saaé: peraturan ini - mu_ian beriaku Surat Keputusan Kapcsﬁ N«o Poi _
Skepl136/l/2000 *tanggai 31 Januari ’:28{30 tentang Tata: Laksana Penerbi taﬂ

 Administrasi STNK/TNKB Rahasia dan STNK/TNKB Khusus bagi kendaraan,“".

" “permotor dinas TNi/Po!n dan mstan31 Sipil: terzeﬂtu dicabui dan dmyatakan tidak e

';beﬁaku L |
Pasaiza |
_'Perétura;n Kapolri muia'i oerlaku pada .tanggai diundangkan.

Agar setzap orang mengetahumya Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Benia MNegara Republik lndonessa

Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADCPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR



LA?A#!ER;AN :
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PENERBITAN REKCMENDAS] SURAT TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS
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. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN | POLR YANG @APAT D:@ER!KAN_
~ REKOMENDASI STNKITNKE KHUSUS i

DAFTAR P’:JABAT Dl LBNGE’UNGAN POLRE YANG ﬁAPAT DBBERHKAN

- REKOMENQAS S‘?NKJTNKB RAHAS!A '

.;'DAFTAR PEJABAT BARi TNI DAN INSTANSI PEMERINTAHAN YANG
DAPAT Di EEWKAN REKOMENDA& STNKITNKB KHUSUS

DAFTAR PEJABAT DAR? TNI DAN §NSTANSI PEMER?NYAHAN YANG

'DAPAT DIBERIKAN REKOMENDAS] STNK/TNKB RAHASIA




. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI
~ REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS

A, TINGKAT MABES POLRI

PEJABAT PANGKAT
1. | KAPOLRI 1 JENDERAL .
2. ''WAKAPOLRI - 1 KOMJEN -
3. | IRWASUM POLR! KOMJEN
4. | WAIRWASUM POLRI IRJEN
5. | KARORENMIN ITWASUM POLRI BRIGJEN
6. | IRWIL | ITWASUM POLRI BRIGJEN
7. | IRWIL Il ITWASUM POLR] BRIGJEN
8. | IRWIL lil ITWASUM POLRI BRIGJEN
9. | IRWIL IV ITWASUM POLRI BRIGJEN
10. | IRWIL V ITWASUM POLR} BRIGJEN
11. | ASOPS KAPOLRI IRJEN
12. | KAROJIANSTRA SOPS POLRI BRIGJEN
13. | KAROBINOPS SOFS POLRI BRIGJEN
14. | KAROKERMA KL SOPS POLRI BRIGJEN
15. | KARODALOPS SOPS POLRI BRIGJEN
16. | ASRENA KAPOLRI IRJEN
17. | KAROJAKSTRA SRENA POLRI BRIGJEN
18. | KAROLEMTALA SRENA POLRI BRIGJEN
18. | KAROJEMENGAR SRENA POLRI BRIGJEN
20. | KARO RBP SRENA POLR} BRIGJEN
21. | AS SDM KAPOLRI IRJEN
22. | KAROJIANSTRA SSDM POLRI BRIGJEN
23. | KARODALPERS SSDM POLRI BRIGJEN
24. | KAROBINKAR SSDM POLRI BRIGJEN
25. | KAROWATPERS SSDM POLRI BRIGJEN
26. | KAROPSI SSDM POLR! BRIGJEN
27. | ASSARPRAS KAPOLRI IRJEN
28. | KAROJIANSTRA SSARPRAS POLRI BRIGJEN
20, | KAROBEKUM SSARPRAS POLRI BRIGJEN
30. | KAROPAL SSARPRAS POLRI BRIGJEN
31. | KAROFASKON SSARPRAS POLRI BRIGJEN

YANG DAPAT DIBERIKAN
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KADIVPROPAM POLR! RJEN I'B
33, | KAROPAMINAL DIVPROPAM POLRI - 'BRIGJEN HA
| 34..| SESROPAMINAL DIVPROPAM POLRI UKBP B
135, | KAROPROVOS DIVPROPAM POLRI ‘BRIGJEN HA
| 36. | SESROPROVOS DIVFROPAMPOLRI | KBP . nwe
KAROWABPROF DIVPROPAM POLRl | "BRIGJEN HA
| 38. | SESROWABPROF DIVPROPAM POLRI CKBP B
39, | KADIVKUM POLRI ' IRJEN iB
40. | KAROSUNLUHKUM DIVKUM POLRI BRIGJEN HA
41. | KAROBANKUM DIVKUM POLRI BRIGJEN A
42. | KADIVHUMAS POLRI IRJEN I B
43. | KAROPENMAS DIVHUMAS POLRI BRIGJEN A
44, | KARO PID DIVHUMAS POLRI BRIGJEN A
45, | KADIVHUBINTER POLRI IRJEN B
46, | SES NCB INTERPOL INDONESIA BRIGJEN A
47. | KAROMISINTER DIVHUBINTER POLRI BRIGJEN A
48. | KADIV Ti POLRI IRJEN B
49. | KAROTEKKOM DIV Tl POLRI BRIGJEN A
50. | KAROTEKINFO DIV T POLR] BRIGJEN A
51. | SAHLI KAPOLRI BIDANG JEMEN IRJEN IB
52. | SAHLI KAPOLRI BIDANG SOSPOL IRJEN E
53. | SAHL! KAPOLRI BIDANG SOSEK IRJEN B
54. | SAHLI KAPOLRI BIDANG SOSBUD IRJEN B
55. | SAHL! KAPOLRI BIDANG KAM IRJEN B
56. | KOORSPRIPIM POLRI KBP A
57. | KASUBBAGBUNGKOL SPRIPIM POLRI AKBP mA
58. | KASETUM POLRI KBP B
59. | WAKASETUM POLRI AKBP A
80. | KAYANMA POLRI KBP E
81. | WAKAYANMA POLR! AKBP WA
82. | KALEMDIKPOL KOMJEN A
83. | KARORENMIN LEMDIKPOL BRIGJEN 1A
84, | KAROJANBANG LEMDIKPOL BRIGJEN HA
65. | KAROBIMNDIKLAT LEMDIKPOL BRIGJEN A
86. | KAROKURLUM LEMDIKPOL BRIGJEN A
87. | KASESPIM POLRI IRJEN B
88. | SESLEM SESPiM POLRI KBP A
89. | KASESPITI POLRI BRIGJEN i A

70. KASESPIMMEN



| KASESPIMMEN POLRI

BRIGJEN -

| KASESPIMMA POLRI

‘BRIGJEN . |

'*KET@ASTﬁ(ﬁ?5-5?'-*'

TTIRIEN.

| WAKETBIDAKADEMIK STIK

| WAKETBIDMINWASTIK -~

1 EREQJ&N.; 1

KBP. .

o KBPE

. | WAKETBINKERMADIANMAS STIK |

kep |

.| DIRPROGSARJANA STIK =

| :féRiéJiEN

| DIRPROGPASCASARJANA STIK

BRIGJEN

| GUBERNUR AKPOL

IRJEN

WAGUBAKPOL

BRIGJEN

| DIRAKADEMIK AKPOL

- KBP

| DIRBINTARLAT AKPOL

KBP

| KASETUKPA POLRI

BRIGJEN

WAKASETUKPA POLRI

KB

I KADIKLATSUSJATRANS LEMDIKPOL

BRIGJEN

| KASEPOLWAN LEMDIKPOL

KBP

| WAKASEPOLWAN LEMDIKPOL

AKBP

KASEBASA LEMDIKPOL

KBP

WAKASEBASA LEMDIKPOL

AKBP

KAPUSDIKMIN LEMDIKPOL

KBP

WAKAPUSDIKMIN LEMDIKPOL

AKBP

KAPUSDIKINTEL LEMDIKPOL

KBP

WAKAPUSDIKINTEL LEMDIKPOL.

AKBP

KAPUSDIKRESKRIM LEMDIKPOL

KBP

WAKAPUSDIKRESKRIM LEMDIKPOL

AKBP

KAPUSDIKLANTAS LEMDIKPOL

KBP

WAKAPUSDIKLANTAS LEMDIKPOL

AKEBP

KAPUSDIKGASUM LEMDIKPOL

KBP

WAKAPUSDIKGASUM LEMDIKPOL

AKBP

160.

KAPUSDIKBRIMOB LEMDIKPOL

KBP

101.

WAKAPUSDIKBRIMOB LEMDIKEOL

ARBP

102.

KAPUSDIKPOLAIR LEMDIKPOL

KBP

103.

WAKAPUSDIKPOLAIR LEMDIKPOL

ARBP

104.

KAPUSLITBANG POLRI

SRIGJEN

A

105.

SESPUSLITBANG POLRI

“BP

e

1086.

KAPUSKEU POLRI

BRIGJEN

iA

107.

SESPUSKEU POLR!

KBP

B

108, KABIDKEU....




R ETTN

S RTER

T

S ETEE

1115,

- | 108. | KABIDKEU PUSKEU POLRI: 'KBP-

109. | KARPUSDOKKES POLRI " BRIGJEN HA
SESPUSDOKKES POLRI. o] UKBP B
KARUMKIT BHAYANGKARA TKIPOLRI | BRIGJEN LA
WAKARUMKIT. QHAYANGKARA TK§ POLRI{  KBP . | B

KAPUSJARAH POLRI i DO UBRIGIEN | T nar
SEitE 'SES?.U_SJARAH.PGLR! CULKBRE B
| : Z_KAB;A_'INTELKAMPOLRI T - KOMJEN 1A

116. | WAKABAINTELKAM POLRI IRJEN B

| 117, | KARCANALIS BAINTELKAM POLRI BRIGJEN A

118. | KARORENMIN BAINTELKAM POLRI BRIGJEN ilA

119. | DIREKTUR POLITIK BAINTELKAM POLR! BRIGJEN A

120. | WADIRPOLITIK BAINTELKAM POLRI KBP B

121. | DIREKTUR EKONOMI BAINTELKAM POLRI BRIGJEN A

122. | WADIREKONOMI BAINTELKAM POLRI KBP B

123. | DIREKTUR SOSBUD BAINTELKAM POLRI BRIGJEN HA

124. | WADIRSOSBUD BAINTELKAM POLRI KBP B

125, | DIREKTUR KAMNEG BAINTELKAM POLRI BRIGJEN A

128. | WADIRKAMNEG BAINTELKAM POLRI KBP B

127. | KABAHARKAM POLRI KOMJEN 1A

128. | WAKABAHARKAM POLRI IRJEN B

129. | KARORENMIN BAHARKAM POLR! BRIGJEN iA

130. | KAROBINOPSNAL BAHARKAM POLRI BRIGJEN A

131. | DIRBINMAS BAHARKAM POLRI BRIGJEN A

132. | WADIRBINMAS BAHARKAM POLRI KBP B

133. | DIRSABHARA BAHARKAM POLR! BRIGJEN A

134. | WADIRSABHARA BAHARKAM POLRI KBP B

135. | DIRPAMOBVIT BAHARKAM POLRI BRIGJEN A

136. | WADIRPAMOBVIT BAHARKAM POLRI KBpP i B

137. | DIRPOLAIR BAHARKAM POLRI BRIGJEN HA

138. | WADIRPOLAIR BAHARKAM POLRI KBP B

139. | DIRPOLUDARA BAHARKAM POLRI BRIGJEN A

140. | WADIRPOLUDARA BAHARKAM POLRI KBP ne

141. | DIRPOLSATWA BAHARKAM POLRI BRIGJEN A

142, | WADIRPOLSATWA BAHARKAM POLRI KBP B

143. | KABARESKRIM POLRI KOMJEN 1A

144, | WAKABARESKRIM POLRI IRJEN IB

145. | KAROWASSIDIK BARESKRIM POLR! BRIGJEN A

146. KAROBINOPSNAL




KAROBINOPSNAL BARESKRIM:-POLRI

BRIGJEN

(a7

KARORENMIN BARESKRIMPOLRI - .

- BRIGJEN

A,

1148,

‘KAROKORWAS PPNS BARESKRIM POLRI

“BRIGJEN

ITA

149,

DIRTIPIDUM BARESKRIMPOLRI -~~~

HA

1150,

WADIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI -

~ BRIGJEN
L KBR:

WB. .

B

DIRTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI

'WADIRTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI |

~BRIGJEN

B

153.

DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI. -

BRIGJEN

A

154,

WADIRTIPIDKOR BARESKRIM POLR!

KBP

e

155.

DIRTIPIDNARKORA BARESKRIM POLRI

BRIGJEN

ilA

186.

WADIRTIPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI

-KEP .

=

157,

| DIRTIPIDTER BARESKRIM POLRI

BRIGJEN

A

158,

| WADIRTIPIDTER BARESKRIM POLRI

KBP

Ha

158,

KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI

BRIGJEN

A

180.

SESPUSLABFOR BARESKRIM POLRI

KBP

HB

161,

KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI

BRIGJEN

A

162.

SESPUSIKNAS BARESKRIM POLRI

KBP

B

163.

KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI

BRIGJEN

LA

164,

SESPUSINAFIS BARESKRIM POLR!

KBP

B

165.

KAKORLANTAS POLRI

IRJEN

1B

168,

WAKAKORLANTAS POLRI

BRIGJEN

iTA

167.

KAKORBRIMCB POLRI

IRJEN

B

168.

WAKAKORBRIMOB POLRI

BRIGJEN

A

169.

KADENSUS 88 AT POLRI

BRIGJEN

A

170.

WAKADENSUS 88 AT POLRI

KBP

e

171.

MANTAN KAPOLRI

172.

PENASIHAT AHLI KAPOLRI

173.

PERWIRA YANG DITUGASKAN PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN

B. TINGKAT




. B. TINGKAT POLDA

PEJABAT

cSELONISASI

- : N
1. | KAPOLDA BRIGIEN 1B

N R 1 BRIGJEN/
2« | WAKAROLDA kepo | MAL
4. KAROOPS - KBP- B
‘5| KARORENA KBP B

6. | KARO SDM KBP e

7. | KAROSARPRAS KBP 0B

8. | KABIDPROPAM KBP / AKBP HB/A

9. | KABIDHUMAS KBP / AKBP HB/IA

10. | KABIDKUM KBP / AKBP HB/HA

11. | KABID T KBP/AKBP NB/IA

12. | KOORSPRIPIM AKBP A

13, | KASETUM AKBP A

14. | KAYANMA AKBP A

15. | DIRINTELKAM KBP B

16. | DIRRESKRIMUM KBP TE]

17. | DIRRESKRIMSUS KBP ¥

18. | DIRRESNARKOBA KBP B

19. | DIRBINMAS KBP B

20. | DIRSABHARA KBP 8

24. | DIRLANTAS KBP B

22 | DIRPAMORBVIT KBP B

23, | DIRPOLAIR KBP T

24. | DIRTAHTI AKBP A

25, | KASATBRIMORB KBP B

26. | KABIDKEY KBP B

27. | KABIDDOKKES KBP 0B

28, | KASPN KBP e

C. TINGKAT POLRES
NO PEJABAT PANGKAT | ESELONISASI

KAPOLRESTRO/KAPOLRETABES/ |
T | KAPOLRES/KAPOLRESTA KBP/AKBP HB/HA
5 | WAKAPOLRESTRO/WAKAPOLRETABES/ ARBE] B ITIA

WAKAPOLRESMAKAPOLRESTA KOMPOL

. DAFTAR.....




li.  DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG DAPAT DIBERIKAN
-~ REKOMENDASI STNK/TNKB RAHASIA

PEJABAT

| 1. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGS! INTELIJEN

2. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGS! RESKRIMUM

3. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGS! RESKRIMSUS

4. | PEJABAT PENCGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUMGS! RESNARKOBA

3. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGS!I DENSUS 88 AT POLRI

8. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI PAMINAL

il DAFTAR.....




V DAFTAR PEJABAT DAR! TNI fo‘\i\% ENSTANS! PEMER NTAHAN YANG
DAPAT DBBER%KAN REKOMENDAS STNKITNKB KHUSUS L

o A %NGKAT PUSAT.:; P

TPEJABAT

|a. KetmDPRRI
|b. . Para Wakil Ketua SR
-1 . - Para Ketua Komisi/Fraksi | Dapat - diberikan

| 2 |oPRRI

|pada - wakiu
situasi- terteniu
| (situasional)
3. | Markas Besar TN 2. Panglima TNI
b. Kasum
‘¢. Kepala Staf Angkatan
d. Asisten intel TNI
4, Kejaksaan Agung a. Jakéé Agung
b. Wakil Jaksa Agung

c. JAM Inteliien

5. | Badan Intelijen Negara a. Kepala BIN
b. Para Depuli BIN

8. | Komisi Pemberantasan a. Kefua KPK
Korupsi b. Para Direkiur

7. | Badan Narkotika Nasional |a. Kepala BNN
b. Para Direktur BNN

B. TINGKAT ...



8. TINGKAT PROVINS!

10

INSTANSI

PEJABAT -

Pemerintah Provinsi

2. | Kodam/Satuan setingkat
Kodam

3. | Kejaksaan Tinggi
4. | Pengadilan Tinggi

5. | DPRD Provinsi

6. | Korem/Satuan setingkat
Korem

7. | Badan Narkotika
Propinsi

8. | Pos BIN Wilayah

eao T

Gubernur
Wakil Gubernur,
Sekertaris Daerah
 Para Asisten .-+
Kadis/Kepala Badan -~

a. Panglima Kodam/AlL/AL

b. Kasdam
c. Asisien Intelijen Kodam

a. Kajati

b. Kasiintel Kejaksaan Tinggi

Ketua Pengadilan

Ketua DPRD Provinsi
Para Wakil Ketua
¢. Para Ketua Komisi

o o

a. - Danrem/Dan Lanal/Dan

Lanud
b. Kasiintel
Kepala BNP

Kaposwil BIN Provinsi

| Dapat diberikan
| pada

‘waktu
situasi  ferieniu
{situasional)

Dapat diberikan
pada wakiu
sifuasi  tertentu
(situasional)

C. TINGKAT.....




G TﬁMGKAT KAB{}PA?’EN/‘KOTA

NSTANSI

| Pemerintah Daerah

Kodim/Satuan setingkat

" | Kodim

Kejaksaan Negeri

Pengadilan Negeri

DFRD Kabupaten

Badan Markotika
Kabupaten/Kota

BupatiValikota
“Wakil Bupa‘iziWak@l
~Walikota

" Sekretaris Daerah _'
Para Asisten

.."":.'Kadlsl?(epaia Badan

Dandim
Kasiintel Kedim

Kepala Kejaksaan Negeri
Kasiintel Kajari

Ketua Pengadilan

a. Ketua DPRD
Kabupaten/Kota

b. Para Wakil Ketua

¢, Para Ketua KomisifFraksi

Kepala BNK

| Dapat

diberikan

pada wakiu
siiuasi  terieniu

{situasional)

Dapat diberikan

pada waktu
situasi  terfentu
{situasional)

V. DAFTAR.....




V! BAFTAR PEJABAT DAR! TNI DAN INSTANS! PEMERRNTAHAN YANG

 DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS |
o -:-A. §NGKAT PUSAT

INSTANS] PEJABAT

Personel intelijen. TNI sesuai
: dengan E(ep Jabatan L

2. | Kejaksaan Agung | Jaksa Penyehd;;éd?’e_nys_dik
3. Komisi Pemberantasan Penvelidik/Penyidik KPK Sesuai Kep
| Korupsi Jabatan

4. | Badan Narkotika Nasional | Personel Penyelidik/Penyidik | Sesuai Kep

BNN Jabatan
5 | BIN Personel Penyelidik BIN Sesuai Kep
Jabatan

B. TINGKAT PROVINS!

INSTANSI

ejaksaan Tingdi Jaksa Penyelidik/Penyidik

2. | Badan Narkotika Propinsi | Personel Penyelidik BNP Sesuai Kep
Jabatan

3. | Badan intelijen Negara Personal Penyelidik Poswil BIN | Sesuai Kep
Jabatan




| 2. |BadanNerkotke | Persons! Penyelidk BNK | Sesuai Kep

S

C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA |

. PEJABAT =

Sesual Kep
Jabatan

Kejaksaan Negeri - Jaksa Penyelidik/Penyidik

| Kabupaten/Kota | Jabatan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2012
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